
PR0SmHG H0]#EREilSl il[Sl0itnl rHo]tA$t Ur

PE]IG Tlll IAA]I $U M B ER IIAYA PT$ISI R,

IAUI, IIffI PUIIU.PUIIU IfiGII.

Ambon,4-E lguslus 2010

I o-1'

,riiwiNl
i\llllli:' \ t -t "f{l '.i



t43

L62

178

L87

195

205

210

2t7

223

234

242

250

260

285

299

304

309

320

329

3rm

273

348

Atun,4-5Agustus2070
viii

29. Kelimpahan dan Distribusi RoUfer (Bradtianus sp.) di Sulawesi Utara
(Joioe Rlmperdan Velbe Warouw)

C. Todk 3 (PerspeJrHf Sosial Budaya & Ekonoml Masyarakat Pesisir & Pulau-
hrlau Kecil dlm l{endukung Ketahanan Pangan & Keseiahteraan
Hasyarakat)
1. Pengembangan Budidap Ikan Kerapu sebagai Uparc Pelesilarian Sumberdaya

Pesislr serta Peningkatan Taraf Hidup Masprakat Fesisir (Beio Slamet)
2. Analisis Kebutuhan Masyarakat Pesislr dalam Upaya Peningkatan Prcduktivitas

Perikanan: Studi Kasus Desa Durian-Kab. Pesawaran-Lampung
(Pamudii l€stari dan E.L. tYldlashr$) .............. ......r......... 376
Dinamika Femanhatan Sumber Dap Alam di Pesisir Pulau Nias dan Perubahan

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Ali Yansyah Abdurrahim) .'.'...'-'. 382

Perspekuf Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kepulauan lGrimunjawa Dalam

Mendukung lGtahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat (YaUn Suwarno).. '101
tJsaha Fembenihan Ikan Bandeng (Chanos{anos Forskal) Terhadap KonUibusi
Peningkatan Fendapatan Masyarakat Pesisir (Suko Ismi) 4Lz
Kajian Keariftn Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya
hrikanan di lGcamatan Leitimur Selatan Kota Ambon (Venda Jolanda Pical,
Imelda K E. Sayitri dan Yolanda l,lEr, ApiEley) 419
Analisis Profil dan Pemberdayaan Keluarga Pembudidap Rumput laut dalam
peran prcdulGf diUnjau dari aspek @nder (SUJdi Kasr.rs Keluarga Pembudidap
rumput laut di Desa Bulo-bulo Kabupaten Jeneponto) (iladiana E. Fachry) ...... 429
Fengarusutamaan Gender Bidang Ferikanan dan Kelautan (LC. Soewadan) ....... 439

D. Toplk 4 (Tata Kelola Peslslr, laut Dan Pulau-Rrhu Kecil dalam Rangka
llenlngkatkan Produk Kdautan dan Perikanan)
l. Shrdi Pengembangan Kapasitas Instihl$onal Kelompok Pengawas (POKMASWAS)

dalam Pengelolaarr Sumberdaya Terumbu Karang di Kabupaten Pangkep
(Ratnawafr, Y.N.Indar, Budimawan dan A. Faisal) 451

Inisiasi Kerjasama Antar Daerah Studi Kolaborasi Pengelolaan Teluk Tomini
(Rahman Dako).....1.......... 460

Fotensi Pengembangan Kawasan Konsenasi l-aut Daerah (KK[D) Kaitannp
dengan Peningkatan Ekonomi Masprakat Pesisir lGbupaten Bubn
(lrla'ruf l(aslm) 470
Tata Kelola Pesisir, taut dan Pulau-Pulau Kecjl dalam Rangka Mendukung
Pembangunan Ekonomi dan Meningkatlon Kesejahtenah Ralqiat Ditinjau dari
Aspek Pertahanan dan Keamanan (Kolonel laut (P) Gregorius Agung W.D.) ... 479
Interaksi Aktivitas Budidarc Darat dan Laut di Pulau-Pulau Kecil sefla Implikasinya
dalam Pererrcanaan Permukiman (Syarief HidayaEllah dan Kuswara) 495
Aspek Hukum Reklamasi dalam Rangka Tata Kelola Pesisir, Laut dan
Pulau-Pulau Kecil (Flora P. Kalalo dan Denny BA lGnvur) ............ 520'
Implementasi Hukum Pidana Adat Sasi dalam Relevansinya dengan Pembaharuan
Hukum Pidana (SUdi lGsus hda Negeri Haruku, Negeri Nolloth, Nqeri Ihamahu
lGpulauan Lease Kabupaten Maluku Tengah) (Relmon Supusepa, Esilher
Kembauw dan Ester D. l-eatemh) ........... 533

Pemetaan Kuantitatif Zona InU untuk Mendukung Pengelolaan lGwasan

Konsenasi Laut Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (BudV Wiryawan,
Audrie Siahalnenia, Irfarr Yulianto dan Amiruddln Tahir) 547

361

369

3.

4.

5.

5.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.



Koaf*easi N4sio"4l VII Pengelolen SrrteribyaPesisir, Lant ilar Pulcl'Pdat Kccil

ASPEK HUKUM REIGA}IASI DAI.ATTI RATTGKA TATA XELOI.A PESISI& I.AUT
DAN PUIAU.PULAU KECIL

Flon P. Kalalo dan Derrny B,A Karwur

Fakultas Hukum Unlvers'ltas Sam Rafulangi Manado

A&'TRAK

Tujwn dan kajian ini dabh ut tuk mangamlisb ryk hukum kqiabn r*lanpsi
hlam ft,ngka bb kfuta pan:sir, bfi, dan pulaugulau kanl. I'ldode png diTunakan adalah
mffie pnelitian rcmptrt yang matakup aes-asirs hukum, bn ob*ruasi Map
ffigai reklanpsi tary telah dilalcsmlan dl *jumlah wilaph di It fun*ia dan negnn-
rcgaa laiy di ttpna lasilnla, taifu ptbma, t*lanasi ffih maniliki hsr hukum dalam
nst Sq hn 35 ttu tb 272ffi7 Hrbtg Htgplfun Wllayah Bisir dan filawpulau Kxil,
EApi nwih belum tqirci hn nnsih * nwlah anbmqan EArygp hn intmpskttpl;
Kdua, r*lanpsi umumqa mafupt bnbngan dai nnqanlat lol<al pdsir yang

fuvngkubn karcna kdidupnnya lary dirugilcan; Kdi@, r*lamasi umumnya nendapat
bnbngan yang kuat dai aganiasiorynniasi littgkmgan hidup. Wai kaimpulan, tnitu:
pqbnp: rctclanw'nwih mqtedulan rircian hlam ffigpi pafunn &lcsnan unfitk
nenfuilcan p{irdmgn Hhaep nasyanlat lolal gilsr?; kdta, fdu a& kefpti-lntian
hhm tpl rclhnwi merVln&p ke lwr llegnn Indqps:a; kdiga: pdu ah kximbngan
antan tujwn dilakulonnya rcl<lannsi yang anbn lain untuk trpningkatlcan poduk kdaubn
dan perikanan dan Ntennnn/Fnslan lingkmgan hidup fang m*rygar UU No.

322N9 tenbng furuskan dan Pangelolaan Lingkugan Hidup.

t6b Kunci: Hukum R*lanad, Tab Kdola Lingktgan, Rel<larrwi Bisir hn Rtlau Kqil.

. I. PEilDAHUTUAT{

I.1. latar Belakang Penelitian
Saat ini tedapat keenderurgan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecit

sernakin rentan nrengalanti kenrsakan akibat bebagai aKivttas termasuk kegiatan
pembangunan dalam rnenranfaatkan sumber daya alam, karena cendenrng mengabaikan

kelestarian sumber daya. Kegiatan yang palirg mengabaikan nilai strategis dari wilayah
pesisir, adalah pembangunan di kawasan pantai rndalui kegiatan reklamasi pantai dan lauL

Kegiatan reklamasi pantai perlahan tapi ffii mulai mengusik harmonisasi kehidupan di

wilayah peisir dan mulai nrenrsak mutu lingkr.rngan diwilayah pesisir dan pulau-plau kecil
png sefrarusnya rnendapat perlindungan secara berkdanjutan dan terpadu.

Sangat disadari bahwa saat ini ruang unh.rk partiSpasi maspralot dalam
pengdolaan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil rnakin terbatas dan memudar nllaF

nilai perlindungan terhadap hak masyarakat adaVlokal dalam pengelolaan sumber daya
pesisir dan pulau-rylau kecil, hal ini menunjukkan bahwa prinsip pengdolaan peislr dan
pglauaulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangurnn dari berbagai
sektor dan wilayah. Sistern pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-
faktor penyebab kerusakan dan belum rnemberi kesempatan kepada sumber daya hafati
untuk dapat pulih kembali secan alaml dan belum mampu mernberikan penghargaan

terhadap hak hidup y"ng paling hakiki pada rnanusia.

Amhn,4-6 Agustus2070 
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Senrakin disadari pula, bahwa wilayah

dengan berbagal konflik
pulau?ulau kecil, serta

dikelola secara baik agar
pesisir dipertahankan unhJk konsenrasi

diUmbulkannp. Oetr karena itu, perlu d
pulau-pulau kecil dalam lirgla+ perenctnaan,

pengitwasian, dmgan memperhatikan no

perundangtndargan.' 
Pengdohan wihYah Peslsir dan Pu

norrlxt hukum yang bdum diatur da

noflno-nonrE ihr akan mernberikan

sebagai pernangku kePenUngan ba

kepentingan intenradonal mdalui si

terinEgrasi, hal ini sesuai dengan

negaril
sebagai
diberi d
upa)ra pengdolaan wilayah pesisir dan pulauaulau kecil'

I,2 l.lefu& Penclltian
Metode Vung digunakan adalah mdode peneliuan normatif, yang mencakup asas-

asas hukum, dan obsewasiterhadap berbagai f.g,.t n reklamasi )ErE telah dilaksanakan di

sejumlah wiiafah di Indonesia dan negara-nqlara lain'

t,3, landasan Teori
Perlu diperhatikan teori dari Rccoe Pound tentang rekayasa 

. T1rtl' Pernikiran

bahwa hukum yarg baik adalah hukum yang

mberi kePastian hukum.
ali';rn tttitibrianigne rpng dianut Bentham

)rang menerad<an prinsipprinsip umum dari pendekatan utilibrian ke dalam kawasan

nurum. reori ini ,'=,"e-k n bahwa*'ffinYg,BS$T:l ffiililHHf
m hukum bertujuan unhrk mewujudkan apa farg
kepentingan orang banyak, pemy"bannya yang

terkenal adalah tlre grat& tnppirws for the giaffi numhr, aftinya kebahaglaan yang

terbesar unhrk jumlah yang terbanyak
Berkaitan dengan ini, John Sttprt

tindakan ihJ hendaldah d'rhrJukan kepada

EMakan adalah salah apabila ia menghasi

hwa asal usul kesadaran akan keadilan itu Udak

da dua ssttimen, yaitu langsangan unfuk

. Menurut lotrn Shrart Mill keadilan berslmber
i menrbalas kerusakan yang didertta, baik oleh diri

sendiri, rnaup{Jn olefr siapa saJa },ang ntendapilan simpati dari klta' Perasaan kedilan'

Ambn,4-6 Agustus2070
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nrenrberontak tertradap kerusalan, perderitaan, Udak hanya atas dasar kepentingan

individual, ndainkan lebih luas dari ihJ, sarnpai kepada orangrcrang lain yang kita sarnakan

dengnn dirl kita sendiri. Hakekat keadilan, dorgan demikian mencakup semua persyaratanr

mot"l.

II. HASIL DATI PEIIBAHAIiA]{

II.l. landasan Hukum KeHjakan ReHamaC Paltt i
2.2.1. Sebdum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007

Pada saat dimulainya upaya pengembangan kawasan melalui reldamasi pantai dan

laut di tahun 197911980, tidak ada suatl undang-undarg yang menJadi landasan hukunlr
'unh1k kegiatan reklarnasi pantai dan laut, dahm arti tidak ada undang-undang tang secarar

khusus mengaEr kegiatan reklarnasi partai dan laut tersebut. Kenyataan ini mencakup,

reldarnasi pantai Arnbon y"rp tdah diagendakan seJak 1979 dan reklamasi pantai Manado

)rang sejak tahun 198Gan sebagai kebijakan Pernerintah Daerah setempat
Denrikian Juga untuk dua Kepr.rhrsan Presiden yang diErtItkan di tahun 1995, yaihl

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklannsi Pantai utara Jakafta dan

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknagg,

Tangerang, di mana dalam bagian 'mengirgaf dari dua Keplthtsan Presiden ini tidak
disebutkan adanp undang-urdang yang mengaUr reHamasi pantai dan laut sebagai dasar

hukum.
Dalam bagian nrengirgat dari Keppres Nonpr 52 Tahun 1995 tentarp Reklarnai,

Fantai utara Jakarta disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikttt:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-LJrdang Dasar 194:5;

2. Undarg-Undarg Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinbhan Di Daeral,l

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nonror 38, Tambahan Lembaran Negara Nonrcr

3037);
3. UMarg-undarg Nonror 11 Tahun 1990 tentang Susrnan Penrerintahan Daerait

Khuzus Ibukota Negara Republik Irdonesia Jakarta (Lembann Negara Tahun 1990

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan In*ansi

Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373).

Derniklan jrga dalam bagian mmgingat dari Keppres Nomor 73 Tahun 1995 tentangt

Reklarnasi Pantai Kapuknaga, Tangerang, disebr.rtkan beberapa perafuran perundang-

undangan, yang perbedaannya dengan KepuUsan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, hanyalah
peraturan ),ang nEnlangkut pembenfukan propinsi, sebagai berikut:

1. Pasal4 apt (1) Undang-Urdang Dasar L9l5;
2. Undarg-undang Nonpr 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Penrerintahan Di Daeraltl

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nornor 38, Tambahan Lernbaran Negara Nomqr

3037)i
3. Undang-undang Nomor ll Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Bara$
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tatang Koodinasi Kegiatan InstansiL

Vertikal Di Daerah (Lembaran Negarz Tahun 1988 Nornor 10, Tambahan lembaranr

Negara Nornor 3373).

Pasal 4 ayat (1) Undang{Jrdang Dasar 1945 pra-amandemen menenfukan tnhwar

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undangr

Dasar; Undang-undang Nornor 5 Tahun 1974 adalah Undang-Undang t€ntarg Pokok-pokok.

Penrerintahan Daerah pada wakhr ih.r tang tidak nrenyebut tentang reldamasi; Urdangr
Undang Nornor 11 Tahun 1950 adalah tentang Pernbffhlkan Propinsi Jawa Barat danr

Ambn,4-6 Agustus2flO 
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foqfra; w;lJ W Pclrgrrldot Sl,rtetdrya Pes'si\ Lclfi rlall r

Urdang-Undang Nonor 11 Tafu.nr l9fn Mr
rcrusus tUukffi- Negara Repuilik Indqeia Jalata;
6 Tahun 19S8 Entang boldlnad ffit ffitli
;"r.tr,rra;te=.buq ti-dak ad si Pantai

dan laut Jadl, Udak ada ari Pada

i;p,tE, ir=io"" G"g b.rsa tslq-hn vap dan lac

ran yang htrih tinggi dari pada KepuUsan

Presiden. $at.t lcptttusan Predden dapt
uPun danlldan, berfianaan dengon
Tahun 1995, tidak ldas lct€nUJan

fang dilalcsanakan. Dari stdut ajaran
penrnAang-undangan yang dernikian

nrenrpakan sesuatu )rang ranggal. -

lil(a dilihat scara lebih rn€ndalam, dua Keputr.rsan- kredden itu bukan dirnakstdkan
pantii dan laut yang berlaku untuk seluruh

iretOama$ di toka$ tertentu saja, yaitu unUk

lGpukraga, Tarqerang (Keppres No. 73

status huklm seDagal Per&lran Peru

terseht lrrernilild dfat sebagal kegthsan
p€nrerintah rprp bersifat khusus unh.rk kegiat

idat<sanaan Xegia6n rddarna$ pantai di dua lo;1asi tertentu.

t

r Anonfn, :ff,B9,. Hhtpuren Mtan frrw@rp-urdangn Rqtfr* Inffi' Idttiar Baru-Van tloeve'

Jalarla, h. 54.
2 

"a;.t
,IM
:l u--ffis reCen, 2006. fat Hfrn, l*tt't' arlrt{rrar W.WW'.trj:'-s

r{draqd'U; ;Fi;rJfi; ;;.' ;;Ai il iil*aa oa" r.m n33 ;g15*.1;.,"gl'#1ilffi?me tTilt' W r-,,s ffi il-c'lat' 
. 
s'snan ffig5.-H3IEHP"L*^-g31g5

;ffitffi, I-.o.. rst-,trdanr mda ehrran bh yau leblh unggl. Anrel rang
eleqd rm tldalffibffi'ffi;i3ffiffi ffimHffi.ffiffi;E EElrar,:I- ff T-'=r,;ffi5gl

mima frg lcm tn9el. S€tnaldn tltggl g.laE n -_ -.4. --. M,-rdr Gcrtrr E Dffi HtrilH' EEil;"t#fi- au -tctc'ttorm. 
:"ry -rym-s^13try511gf#ffi-ffiiLffi ',tr*ffiL6ffi6'"y" :n, ynng 

"d. 
t i st ilt at Et,Ir9t6 PG'tt dubbn

antan tceabjahan gatu mrma dengn efektivitasnya'

Anbn,4-G Agust1ts2070
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Dengan denrlkian, ketika dimulainya rcklarnasi pantai dan laut di tahun 197911980,
hndasan urtuk pdalsanaan reHamasi pantai dan latfr Erseh.t berupa kebtjakan dengnn
kekrnsaan diskresi (dindomry aoevei atau fieies Ermw4 yaiU 'menurut
kebijaksanaan, atas dasar pertimbangan keadilan semfr-m& dengan tidak terikat pada

ketentuan undang-undang".a Bebenpa peraEran perundarg-urdarpan yarg nrenyertai hal
ini, rperti Keputusan Walikota dan Kepuhrsan Presiden, dari stdut tab urutan peraUran
prundarq-undangan pada hakikahya bukan meupakan jails peraUran fang mernadai
untuk nrcrfladi lardasan hulem @ireHamasipantai dan huL

Beberapa perdturan dan/abu kepuUsan lainnya H<ait dengBn reldarnasi pantai

dan laut sebelum mulai berlakunya Undang{Jrdang t{omor 27 Tahun 20fl.7, yaitu;
(l) Peraturan Perrrerintah Nornor 16 Tahun 2m4 tentang Penegunaan Tanah. Dahm' Perahrran Pemerintah ini hanya diatur rnerpenai $atus hukum tanah hasil reklarnasi

senrata-rnata. Menurut Fasal 12 PP Nornor 16 Tahun 2W4, tanah yarg berasal dari
tanah Umhrn atau hasil rddamasi di wilafah perrairan pantal, pasarg surut, rau,a,
danau, dan bekas sungaidil<ttasai langsurg oleh Negara.

(2) Keputwan Direktur Jenderal Pesislr dan Rdau?ulau Kecil Nonpr: SK.3UP3K/V[V2003
tentang Pembentukan Tim Reklamasi.

(3) Keputr.san Direktur Jenderal Pesisir dan fuhrpulau Kecil Nomor: SK64D/P3K\M,|2N4
tentang Fedornan ReHamci di Wilayah Fesi$r. Kepufrrsan Direktur Jendral Fesisir dan
Pulatrpulau lGcil ini harrya menjdaskan tentang Pedoman Reklarnad di Vyilaryah

Pesisir. Dalam pedornan tersebut dikemukakan bahwa sdarna ini di Indonesia rnernang
belum ada ketenhnn umum )'arq mengatur rddarnasi di perairan pesisir secara
nasional baik dalam hal legalitas maupun aspek-aspek yang hanrs diperhatikan se@ra
biqafislk dan sosial ekonomi budap dalam peren@naan, pdalcsanaan dan pasca

kegiatan reldarnasi.

2.2.2. UndarqrUndarg Nomor 27 Tahun 2fi)7
Pada tangggal 17 luli 2(X)7 tdah diurdarpkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wlayah Pesisir dan Rrlaufulau Kecil ([embaran Negara RepuHik
Indonesia Tahun 2ffi7 Nomor &4, Tambahan lernbaran Negara R+uUik Irdoneia Nornor
4739). Dalam UndarB-Urdang ini diberikan deflni.s' rekhmasi dan diatur seqrra umum
mengenai reldamasiwalaupun hanya dalam 1 ($tu) pa=lsap.

Menurut Pasal 1 buUr 23 Undang{Jrdang Nomor 27 Tahun 2007, reldarnasi adalah
kegiatan yarg dihkukan oleh Orang dalam rdngka menlngkatkan manf,aat zurnber daya
lahan ditinJau dari sudut lingkungan dan scial ekonomi dengan crnt pengurugan,
pengeringan lahan atau dralnase.s Definasi ini nrerniliki cakupan yarp luas, Udak senrata'
mata ditnjukan untuk reklarnasl pantai/kauasan pesisir saja. Oalam dellnisi ini dapat
tercakup reHamasi rawa dan reldarnasi pertarnbangan. Detrnisi ini berbeda dengan yarq
ada dalam Rarmngan Undang-tlndang tentarg Pengelolaan Pesisir, di mana detrnisi
reklamasi bersifat lebih terbatas. Dahm Pasal 1 butir 19 Rarrcargan Undang{Jndary
diberikan detrnisi bahua 'Reldarnasi l€wasan Pesisir sdanjuhya disebG reldamasl adalah
suahl kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeingan laG di perairan
hut..5

a R. SubeKi dan R. Tllbosoediblo, 2003. l@t tts Hthm Pndnya hramlla, oeilakan ke15, Jakarta, h. 36.
Rrnk & Wagnalls, Lg84- Rr* & Wqmk tunderd N< Dbfiomry. Vol. I. tlarper & Row htHl$ter, h. 182:
-dtsdian: ldont il ptrer to npke oe? on Judgnwf , yaltr.r dlC<red adalah lcbebasan atau kelqrasaan
unh* mernhrat trihrsan tnenurut perfinbarEann),a sendiri.

s lGta dnlnase bensaldarl lGta Irggris eahrryyarg benrti (Jotrn M. Edots dan l'hssart Shadlli, 2000.
Kan 6 ItWt* ItrM. Gramedia, oelakan ke-24, Jakarta, hh. 197): 1. pengeringEn, parbuangan air. 2.
pefigurasan, penyahran, pengaftmn. 3. Ersman saluran Jahn alr.4 da€rah yang dlkringkan.

6 Rancargan Undary-undang tenbng Fengdolaan Wilalah Fesldr,
l@://www.dE.go.ldldournload/RancanganuU/ruu-tglengelphan-wflayahpedCr.pdf
Anbon,4-6 Agustus2070
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Fengahrran rnengenaa rcklamasi hanfa dilakukan dalam I (satu) paslryJa, yaitu Pasal

3a Undarig-Undang 
-ttomor 

27 Tahun 2007 yarg terletak dahm Bab V (Pernanfaatan),

g"g,.n Xgiima (neilamasi). Pengahrran reldarna$ fang hanya dalam 1 (satu) pasal saja,

pajahal reldamasl merupakan luatu pokok penting, kemungkinan dikarenakan dalam

i<onsukasi publik berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang ini yang kemudian disusun

dan diterbiil<,an dalam benhrk suatu ftaskatr ltaOemif,'tidak ada catabn tentang reklarnasi.

Dalam Pasal 34 Ersefut ditentukan bahwa:
(l) Reklarnasi Wlayah pesisir dan Pulau-fulau Keci! dilakukan dalam rarglc nreningkatkan
'-' manfaat dan/aiu nitai tambah Wlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek

teknis, lingkr.rngan dan sosial ekonomi.
(2) Haksanaln reklama$ sebagairnana dimaksud pada afdt 1 wajib nenjaga dan

nremperhatikan:
a. keberlanirrtan ketridupan dan penghidupan masyarakat;
b. keeimbangan antara kepentingan penranfa#n dan keparUrgan pdestarian

turgsi lingkungan pesisir dan Nlaryulau kecil; serta

c. perqyaratan teknts'pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

(3) perencanaan dan pdaksairaan reklamasi diatur lebih tanjrft dengan Pe@E! Presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Urdarg-undang Norpr 27 Tahun 2W7,

reklanrasi pantai dan laut tdah nrerupakan suaU lernbaga hukum png berdasar*an

Undarg-Undang. Konsekr.rensiqa, iln reklanrad pantai dan laut (wilaph peislr dan gllau-

putau 
-kecil) 

mErupatan suahl-keflrfusan tata usaha negari! yang berdasarkan Undang-

Lna.ng. tin reflimasi tidak lagi hanfa merupakan suahr kebijakan dalam arti keputtran

tata usaha negam unhrk mengisi kekosongan undang-undang.

2.2.3. Undang-Undang Nonrcr 32 Tahun ZlGl
Dalam Undang-Undang Nornor 32 tahun 2m9 Entang ffindungan dan

Pergelolaan Ungkungan Hidup, rnengingatkan amanah yang Hapat 9?l3m Undang-

Unding Dasar negara N Tahun 1915 yang rnenyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik

aan se[rat merupa-kan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap urarya negaE Indonesia,

karena ihl, negara, penrerintah dan seluruh pernangku kepentingan gerkeuajiban rnelakukan

p".finarnd"n 
-dan pengdolaan lingkr.rrgan hidup dalam @lcsanaan parbangunan

be*ganjgtan agar lingkungan hirlup Indonesia dapat tep menjadi zumber dan penunjang

trlarp Uigi raliat tndoneia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengddaan

lingkungan hidrip menunhtt dikembangkannya suatu sistem yang ter@u berupa suatu

re6i:ardn nagonbt perlindungan dan pargelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan

r"ota taat asas din konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena ih.r, lingkungan

hidup Indonesia harus dilindurgi dan dikdola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab

ne[Jaft!, asas keberlanjubn, din asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup

trai.rs dapat memberikan kernanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan

berdasarkan prin$p kehagtatian, demokra$ lingkungan, desenEalisasi, serta pengakuan

dan pengtnrg'aan terhadap kearifan lokal dan lkearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya

alam hirus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai

konsekgensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiuai deh

koaajlban nrelakukan @estarian lingkungan hidup

berkdanjutan. Juga menegaskan bahwa penting

hukum, baik hukum adminisbasi, hukum perdata, m
perdata mdiputi penyelesaian seigketa lirgkungan

bengadllan. Penydesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan

i*1fufO6n Uompof hak glrgat organisasl liqgkungan, ataupun hak gugat penet'ntah.

7 Anorfm, 2fi1. l,la#h Abenk turqel&an ,Ulayan MCr. DirJen Pestsir dan Rtlau-Ptthu lGcjl

Departernen Kdaubn dan Perikanan. lalorta
Anbon,4-6 Agustus2070
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Mdalui @12 tersdrut diharaplon sdain akan rnenimbullon eftk Jera jr,l$a al<a! meningkatkan

kesadaran sdunrh penangku kepentirgan tentarq perfirgnp perlindurgan dan

pengdolaan lingkungan hidup denri kefridupan gerrera$ rnasa Hni dan rnasa depan.

It.Z KeHjalon PokokTata Ruang ReHamasl Pantai
2.2.1. Pengembangan Sarana, Pnsarana Ruang Pantaidan Laut

Menurut [ndang-Undang Nonpr 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

kan:
tsdiri dari:

2. Rencana Tata Ruang Wlayah Proptnsi;

3. Rencana Tata Ruang Wbyah Kabupaten dan Rencana Tffi Ruang Wilayah Kota.

b) Rencana rincitata ruang, terdiri dari:
1. Rencana tata ruarg puhu/kepulauan dan rencana ffi ruang kawasan strategis

nasional;
2. Rencana tata ruang kawasan stntegis profirui; dan

3. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan silategis

kabupaten/kota.
Untilf Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional harus dimuat antara lain hrjuan,

ketrijakan dan ffiegi penataan ruang wihyah nasiona] (Pasal 20 ayat (1) huruf a), unUk

RenLna Tata Rgang irroplng harus dimual antara lain tujtran, kebijakan dan ffiegi
penataan luang wilayah popinsi (Pasa

Wilayah lGbupaten harus dimuat anta
wilayah kabupaten (Pasa! 26 ryat (1)

perefi

an dalam Urdang-l,JndarB Nomor 25 Tahun 2fi)7

RTRW Nasional, Prodnsi, Kabupaten dan Kota, harus rnemuat antara lain hriuan, kebijakan

dan strategl penatain ruang wilayah rnasing-rnasing. Dalam hal ini, kebijakan dan ffiegi
penataan ruang merupalon bagian dari RTRW. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2g161l, keb6akan dan stntegi penaAan ruang sudah dimuat dan nerupakan baglan dari

RTRW itu 
-sendiri, 

lgrbeda aengan si#n yang dianut dalam Undang-undarg Nonrcr 24

Tahun lgt 2 tentang Penataan Ruang (ffiak berlaku lagi). Dahm $stem Undang-Undang

Nomor 24 Tahun tggz, RTRW Nasional mentadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok

pemanfaatan ruang di wilayah nasional (pasat 20 a1at (3) huruf a), RTRW Proplnsi menjadi

pedoman unfuk perumusan kebiiaksanaan pot

Daerah Tinglot I (Pasal 21 ayat (3) huruf
pedonran unhrk perumusan kebijaksaan
Kabupaten/Kota Daerah fingkat II (Pasal 22
penataan ruang berada di luar RTRW.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuanE Udak

disebutkan tentang tanah hasil rek'larnasi, tetapi dalam beberapa peraUran di bawah

Undang-Undang ying dlbuat di rnasa berlakunya Undarp{Jndarp Nonrcr 24 Tahun 1992

tentarg penataan ntnng ),ang tidak berlaku hgi ada pengfrJran nrengenal reldarnasi

Uerker[an dengan tata ruang, sekalipun tirJak rcra ]ihr.rs.s mengah.rr ffing reklamasi

s Menurut pasal A) UU No.26 Tahun 2007, tambahan unhrk RTRW Kota: a. rencana penyediaan dan

pemanfiaatan ruang hiiau; dan c'

Ier,canipenyeoar;r um, kegiatan

sot<Or irffil, Oan kota sebagai

prsat pdayanan sc wilaYah.

Ambon,4-6 Agustus20TO
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ng Penatagunaan
Penjdasan Pasal

bahwa reklarnasi

adalah pengurukan wilayah Perairan guna rnem penggunaan dan

pemanfiatai tanahnya hirus seswi Rencana T312 Ruang Vtlilayah.

2.2.2. Pargdolaan Mlayah Fesisir
ffiarqunan di wilaYah

Nasional. Sdain kebijakan dalam benhtk

lingkungan.- 
Sebagai contoh Peraturan Daerah Propinsi Sr.rlawesi utara Nornor 38 Tahun 2fi)3

Tentarq p.rd'gof""n Mhyah peslsir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Propinsi

Suh,v; tttara Oan perda kaUupater'r Minahasa Nontor 2 Tahun 2m2 Tertang Pangelolaan

SfiG daya Wi6yah pesi$r Terpadu Berbasis MaqBrakat Di lGbupaEr Minahasa.

perah.rran Daerah p6pir,-ri Corontatb Nonpr 1 Tahun 2006 tentang Pengdolaan Wlayah
pesisir Secara rerpadu di pnopirsi @rontalo. Terdapat juga berbagai ffir.lran Daerah di

Uaf6ap fropinS di Indonesia tenrtarna yang mdakukan kebijakan reklarnasi pantai dan

lauL

II.3. Implilosl Hukum ReHamaC Pantai
2.3.L. Batas antar Negara

Reklama$ Pantai dan laut sekara

negara (intenrasional). Hal

Malaysiil karena reklarnasi
tdah menrbawa Perseli$ha
telah nrembawa dampak pada Selat lohor da

lingkurpan yang merugikan pihak nelayan

2003, Malapia rnengirim permintaan untuk ti
the t-aw of ttp Saa (fiLOS). Pada akhimp
dan menandatangani ffiemqt Agtutnt t

Men{uk Pada UNCTOS (UniH
rnengatur tenta
dayan;a pedu
nrelindungi dan
Pasal L92 dan 193 UNCLOS diPandang

berkelanjutan.
Konverensi Tingkat Tinggi (KfD Penrbargunan^Bedcelanjutan di Johannesburg

tahun 2002 yang telah nrergelgar{on rekorru:rdasi bahwa:lo

il Gfun-tiuta-n, laut-lautlpuhu-pulau dan wilalah-wilayah pantai rnembentuk komponen

terintegrasi ain penUnb U.gi itoS*i, bumi dan kriUs bagi keamanan pangan global

e f;effurwrt Agrwtwrt b* attanhp tand Rdamatbn by t;ingpe h ard amnnd dE Shal,s of

.btpr (l'blafia vflngPrc -

IUq hlm. €
Ambqn, 4- 6 Agustus 2070
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serta bagi kemakmuran ekonomi fang ber*esinamburgnn dan keseJahteraan ekonomi
nmional khu.rsnla rcgarategan berkernbang;

b) l4enjamln pernbangunan htdanjutan atas larfrn-lautan yErU rnemerlukan koodinasi
dan kerjasama pada tngkat global dan regional.

Hal ini sernakin ncmperjdas portirpnya ffiindungan llrgkungan laut dan
perkernbangan lebih lanJut atas penanganan rnardat perlindungan dan pdestarian

iingkungan laut dalam UNCLOS adalah dengan dlterirnanya TnHtptutal Conrrufibn lbrtb
CmaA and l,lanagarcnt of gtlry' hlle Wats and HiflrerlB'd€h tte Intenptimal
@tfssw an hll& tY?W fbnqawtt IMO, bulan Fehuari 2m4. Hal ini menunJukan

bahwa konsep perlindungan dan pdeshrian lingkungan laut merupakan kons@ o*olvirpf

dan dinamis dalam upa),a pdefiriannya.' Studi dimaksud menyimprlkan bahwa pasal-pasal dalam konven$ Ersebut
ber{oitan saht sama hin di bidarg pelestarhn dan penggunaan berkeinambungan atas
srrnberqrnber dap genefik (gaEtic twurc) dari dasar laut yarg dalam di lmr bahs-
b6tr3s ytrrisdiksi nasional dan jr.pa menyrmpulkan bahwa sJngguhpun ketenhran-ketenUan
dalam kedua konvensi tersebut saling mdengkapl dan salirp mendukurq dalam mengatur
pelestarian dan pengguffr:rn yang berkdanjutan atas keanekaragaman hayat laut dan
pantai.

CIetr karenanya, negara pdakr rddamad tidak cukup untr.rk menfatakan bahwa

rddarnasi prE dibksanakan adalah sah dan tirJak menggan(Eu karena dilakukan dalam

b#s-batas wilayah perairan taitorialnya, karena ada aspek hukum lingkungan yarg tidak
boleh diabalkan Heblh ada substansi perrconaran lingkungnn laut. Untuk kepaluan |fu,
rnaka untuk itu perlu pembuktian itniah nrengenai dampak reklamasitefiadap perlindungan

dan pelestarian lingkungan hG nasional menJadi kefrarusan. Hal ini hanya dapat dilakukan
nrdalui hrlgleh{arqkah penyus.rnan anali= di lingkurqnn laG se@ra meryduruh dan

Epadu dengan nrenganglot puh a+ek aspek hukum, scial, ekonomi dan kesetabn
masyaralot pantaiterkait seJalan dengBn finsip ekcistim dan pernbangunan berkdanjutan.

UNCLOS sefrarusnya nrenjadi paprg hukum yarp ideal dalam nrerrydesaikan
rnasalah lingkungan lauq karena sejirk Konftrensi Stodholm @a luni 1972 rnerpenai
llngkungan rnanusia yang didukung okh PBB (778 UN Confsene on tlrc Human
Enwirutmat) sampai saat ini tenrs nrenguat pengakun masyaralot intemasional atas
pnndp bahwa kedaulatan negarit atas sumberqrmber daya alamnya tennasuk laut adalah
kedaulatan yarg luas namun tidak Enpa batas. Dalam kaitan ini, setiap negam terikat
kepada kanaJiban hukum lntemasional berdasarkan Hukurn Laut Internasional dalam

UNCLOS maupun hukum internasional umum untuk nrenJamin bahu,a kebijakan yarg
dilakukan atau berada di bawah kontrdnya tidak mernbawa dampak negatif terhadap
lirgkurgan laut. Untuk lt, diperlul<an adanya kerjasarna yarg nrcrnadai baik secara bilateral,
trilaEral, regional maupun intemasional dan &u muftilateral.

Dapat dipastikan bahwa kebfliakan rddanrasi pantai rnenimbulkan dampak terhadap
lingkungan, terutama lirpkurgan partai dan hr.rL Dampak png timbul lebih bensifat negdif
fang mempengaruhi ketridupan sosial, ekonomi dan hukum rnasyarakat di wilayah reldarnasi
pantai. Secara teoritis, solusinya dengan meminimalisir dampak negatif dan diupayakan

Gmpak posiuf, upaya aual melalui perermnaan yang terpadu dengan diGhului Analisa
Dampak Ungkurpan yang baik dan terintegnsi pada semua pthak Berkaibn dergan ini,
dalam lolokarya NasionalTerrtang Rddamasi dan Refiabilitasi lGwasan Pesisir Dan Rtlau-
Pulau Kecil" dilaksanakan di lakafta, pa& 03luni 2008, Merfteri Kelautan Dan Perikanan R

I, Mengatakan bahwa perrciptaan lahan baru dengan reklamasi ini biasanya rnengorbankan

habltat atau lahan yanE sudah ada di wilarch pesisir seperti kawasan margrot/e, rawa air
asln, lahan basah, pantai berlumplr, dan hlrHaln, )Eng murqkin dianggap "kurang bernilai'

Antbn,4-6 Agustuc2070
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dan oe6u dikonversl rnenjadi beffik ldril lain yang dapat memberikan leblh maksimal

seca; ekonomi. tl
Adanya dm sisi kePotirqBn ini,

berbagai persoalan pembangunan kffi

nen yang Hibat dalam pengddaannya'
ret<timasi, bertuJmn untuk nrenghindari

pelestarian sumber daya alam di kawasan

reklarnasi harus dapat menghannoniskan

n nrenranfaaton hhan hadl reklarnasi'

lam beberapa k6us, kegi&n reldamasi akan

darat dan hut K€terpailnn siene
rasi antar berbagai disidin ilmu dalam

reldarnasi. tlal ini harus disadari hrsarna,

m semua aspek delgan tehp benaawasan

uffi, baik hukum nasional maupun hukym

intemasional, dan kebijakan dalam pelaksanaan reldarnasi yang nrenjadi perhatian dari

kalangan ahli hukum, menrpakan hal yang

nrcmbi@rakan tantangantantangan kebiia

u Frcddy lfumberi, Zm, ik(lEri Kdautfu Dan Perilonan N, Sanrhfran dalam Acara lo*akarfa itadonal

Tentano nefOanral O*, nehaHtLd bnrasan Feddr Dan Rilan+dau Kedl. Jakarta. 2008.
b rM,h.+s

Anibon,4-6 AgustusZ0JO
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jujur dengan rnenambahkan dirinya knrarg pengahm.tn dan pendidlkan Httang ilmu-ilmu

ilersebut ffilai tambahrya, ia menoba rnernahami rnernhlka ;rikirannya urtuk pokok-pokok

tersefut, dan yakln ktta senrtp perlu berhnt denrikan'.r3 Sdayaknya Jika kalangan hukum

dalam pembahasan mengenai hukum dan kebijakan dasar laut (eAa4 membuka diri unUk
rnerrcoba nrernahami masukan dari berbagal ilmu lain. Ini merupakan salah safu tantangan

bagi kalarqan hukum.- 
Sgain pennasahhan lirpfungan hidup antarnegara, reHamasi pantai dan hut jtga

dapat nrembaua @ikasi terhadap kedaul&n negnla. Rddarnili Pulau Jcong, Sir€apura,

6|itr nrenimbullen keorrigaan tentarg makin ntend*atrtla garis pantbi Sirpapura ke arah

Indonesia. Reklamasi Singapura Udak lepas dari keberadaan Indonesia karena potilsi

reklamasi yang bertradapan largsrrq dengan wilqfiah kedaulatan Indonesia di Kepulauan
'Mau. peOitasan antara Indonesia dan Singapura ini berjarak tidak lebih dari 24 mil. Jank
Erlruh perbatasan antara lrdone*r dengan 3ingapr.rn pasca-remrnasi, yaiU 14,33lan2 di
peOa6san Pulau Norqsa (Indmeda) dangan Changi Airpqt SirEaglra, sedargkan Jarak
ierUet<at )raiu 4,54 kmz di perbatasan nrlau Batu Berhanti Indonesia dengan Pulau Sakijang

Pdepah Singapurala

2,3.2, Perlindungan Hak Maslarakat Hukum Mat
MenrJuk pada Fasal 188 ayat (2) UUD f945 yarq rnenentrkan bahwa: 'Negara

nrengakui dan menghonnati kesahnn-kesatnn mas)rankat hukum adat selta hak-hak

tndisonatnla sepanjang masih hidup dan sesJai dengan perkembangan rnsyarakat dan
pnnsip Negara Kesatuan Republik lrdonesia, )rang diatur dalam undang-undarp.'
sdrarusnya haktak masyaralcat hukum adat sekanng ini tdah nrendapat perlindungan

se62tftt konstitr.rsional, dengan dernikian Jika reldarnasi pantai dan laut dilakukan dogan
ndanggnr hak+ak ffiisiond rnaspralcat hukum adat, rnaka hak-hak tradisional
maqarakat hulom adat yang rneffiliki brdasan korstitudonal Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

akan bertradapan dengnn hak rndakukan rddanpsi panlaidan laut berdasadon Pasa! 34 UU

No. 27 Tahun 2(X)7 yang memiliki landasan konstitusional dalam hak rnerqguasai oleh negara

dalam Pasal 33 afdt (3) UUD 19{5- -

Kenyataanya berbagai hak dari rraspralot pesisir, terrnasuk rnaslaralot hukum
ad4 cendenrng menldi.terdesak dengan adanya k$ipkan rcldarnasi pantai dan lauL
Dengan lcata tain, kebtjakan reldamasi pantal dan larrt, apalagi setdah didukung oleft

ketentrnn Pasal 34 Undang-tlrdarq Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pes,isir dan Pulau-p{rlau Kecil, rnemillkl implikasl mendesak hak-hak masyarakat pesisir,

termasuk hak rnayarakat hukum adat
Pentng disirnak, resolusi Majdis Umum PtsB Nonpr 1314 (nII) tanggal L2

Desernber 195S yang nrembentuk Komlsi Kedaulatan Tetap merrgenai sumber daya alam,
nrerqinstruksi Komisi untuk nrenditi shhts kedaulattn tetap mangenai kekayaan dan

sumber daya alam sebagai hak dasar unh.rk menenUlon nasib sendiri dengm rekomerda;i

Jika diperlukan urrtuk nremperkmt dan lebih Jauh lagi rnenentukan bahua dalarn poelitian
mengenai kekayaan dan sumber daya alam, mereka harus rrendapat hak dan keaajiban
negara di bauah hukum intemasional, jqa sebagai unsur pentrp dahm mendukung kerja

sarna lntenraslmal untrk penrbarBunan ekonomi negara-negan be*embang. Sdanjuhya
dalam Resolusi rnajdis Umum PBB tertang kedaulatan tetap megenAi sumber daya alam

antara lain dideklarmlkan Hak+ak rakyat dan negara unfuk kedaulatan tetap rengenai
kekayaan dan sumber daya alam harus diterapkan derni kepentingan pokembangan
nasional dan keejahteraan ra@ serta negan tersebut dan @ksanaan kedaulatan rakyat

a Orarhs A Allen, "Refnarls d the lvlffi dahm MFon H. ilordqutst dan John l{orton Moore, 19{D.

Mns Mcy: t,e,ty lr*trM, AaWW ml WnnB. Martintls Nuhotr R bll$ters, The HagueBotun'
London, h.255.

ra Kmp.q 17 Marct 2007

Anibon,4-6 Agustus2U0
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menger6a surnber daya alam yang bebas drr nrenguffimgkan hanrs dilanJutkan dengan rasa

saling nrengtrormati antar negaanegra berffit kedaulatan yang seiaiar.- 
Sesuai ketentrnn dahm KmvErd Ferserffir Bangsa-Bangsa tentang Hukum taut

Bab )CI yang rnengatur terhrp perfrarngr Et Pdesnailan Lingkungan- tau$ Pasal 192

tentang ko,vailUan-kaaajiban lrnrm, f*r ttegata{tegara mempunyai keunJiban 
-unhJk

nrelind-ungi Oan maestarikan lingknrpan ht, Inaka apappun alasannya, kegiatan reklarna$

pantai hairs rnenrperhaukan linglffigan ht lqEna saat lnf Eknologi unfuk mdmanfaatftan

sarnrdera se@ra ;t<5|dusif sr.rdah Uettaentatg, e* iU pulatah terbentuk insfitusl legal bagl

alokasi laut secara eHtsf. Kerrudbn tirTfiJI dirnensi politik berkenaan dengan

pendisgibusiannya berdasadon laiEia ffir dan bukan berdasarkan politk kekuatan

iepert sebdumnya. lGwasan perairan didokadkan dengan hukum, mdalui proses-prces

legal dan h.rkan iagi nelalui cara kekerasan, serta sesuai dengan ide'ide dasar mengenai

keadilan.

m. !(ESIllPUltll

Reklamasi masih nremerlukan rincian dahm berbagai perahrnn pelaksanaan untuk

nrenrberikan polindungnn Ertradap nrasyanlat bkal pedsir.
pertu ada rctmi+tan dalam hal rddanrad menghadap ke luar Negara Indonesia.
perlu ada keseimbangan antara hrjuan dilalarkannya reHammi yang antara lain unfuk

meningkatkan produli kdautan dan peikanan dan percrnaran/perusakan.lingkurgan

hidup )rang melanggar Undarqtdang Nonror 3Z2W9 tentang Pedindungn dan

Pengelolaan Lingkurgan HiduP.
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